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ABSTRAK

Perkembangan layanan peer to peer lending atau Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) melahirkan hubungan
kontraktual antara Penyelenggara, Pemberi Dana, dan Penerima Dana yang
sebagian besar dituangkan dalam bentuk perjanjian baku. Kondisi tersebut
menimbulkan persoalan ketika perjanjian memuat klausula yang membatasi atau
mengalihkan tanggung jawab Penyelenggara atas risiko yang timbul dalam
kegiatan pendanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis klausula eksonerasi
dalam kontrak pengguna Modalku dan Akseleran berdasarkan hukum positif serta
perspektif hukum Islam, khususnya prinsip al- ‘Adalah fi al- ‘Uqid dan kaidah al-
Gunmu bi al-Gurmi.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data primer penelitian berupa
User Agreement Modalku dan Perjanjian Pengguna Akseleran, sedangkan bahan
hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan literatur hukum ekonomi
syariah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula yang terdapat
dalam kontrak Modalku dan Akseleran dapat dikategorikan sebagai klausula
eksonerasi apabila secara substansial membatasi atau mengalihkan tanggung
jawab Penyelenggara kepada pengguna. Dalam perspektif hukum positif,
keberadaan klausula tersebut harus dinilai berdasarkan ketentuan mengenai
perjanjian baku dan perlindungan konsumen serta ketentuan OJK mengenai
pembatasan klausula eksonerasi.

Berdasarkan prinsip al-‘Adalah fi al-‘Ugiid, Klausula eksonerasi tidak
dapat dibenarkan apabila menciptakan ketidakseimbangan hak dan kewajiban
serta menempatkan beban secara tidak proporsional kepada Pemberi Dana.
Sementara itu, berdasarkan kaidah al-Gunmu bi al-Gurmi, risiko yang melekat
pada manfaat pendanaan dapat dibebankan kepada Pemberi Dana, sedangkan
risiko yang bersumber dari fungsi, kewajiban, kesalahan, atau kelalaian
Penyelenggara tetap menjadi tanggung jawab Penyelenggara. Dengan demikian,
pembatasan tanggung jawab dalam kontrak P2P lending tidak dapat dibenarkan
secara mutlak, tetapi harus dibatasi berdasarkan hubungan antara manfaat, risiko,
fungsi, dan tanggung jawab masing-masing pihak.

Kata Kunci: Klausula Eksonerasi, Peer To Peer Lending, al-‘Adalah fi al- ‘Uqid,
al-Gunmu bi al-Gurmi.



ABTRACT

The development of peer-to-peer lending services, or Information
Technology-Based Joint Funding Services (LPBBTI), has established contractual
relationships among platform providers, lenders, and borrowers, which are
predominantly embodied in standard-form agreements. This condition raises legal
Issues when such agreements contain clauses that limit or transfer the platform
provider’s liability for risks arising from lending activities. This study aims to
analyze exoneration clauses contained in the user agreements of Modalku and
Akseleran from the perspective of positive law and Islamic law, particularly the
principle of al- ‘Adalah fi al- ‘Ugiid and the legal maxim al-Gunmu bi al-Gurmi.

This research employs normative legal research using a statutory
approach and a conceptual approach. The primary legal materials consist of the
Modalku User Agreement and the Akseleran User Agreement, while secondary
legal materials are obtained from relevant books, scholarly journals, and Islamic
economic law literature. The findings indicate that the clauses contained in the
Modalku and Akseleran contracts may be categorized as exoneration clauses
when, in substance, they limit or transfer the platform provider’s liability to users.
From the perspective of positive law, the existence of such clauses must be
assessed based on provisions governing standard-form agreements and consumer
protection, as well as the Financial Services Authority (OJK) regulations
concerning restrictions on exoneration clauses.

From the perspective of al-‘Adalah fi al-‘Uqud, exoneration clauses
cannot be justified when they create an imbalance between the rights and
obligations of the parties and disproportionately impose risks upon lenders.
Meanwhile, based on the legal maxim al-Gunmu bi al-Gurmi, risks inherently
associated with the benefits of financing may be borne by the lender, whereas
risks arising from the platform provider’s functions, obligations, errors, or
negligence remain the responsibility of the platform provider. Therefore, the
limitation of liability in peer-to-peer lending contracts cannot be justified
absolutely but must be assessed based on the relationship between the benefits,
risks, functions, and responsibilities of each party.

Keywords: exoneration clause, peer to peer lending, al-'adalah fi al-'uqud, al-
Gunmu bi al-Gurmi.
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Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan
Bahasa lain. Dalam tesis ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan
Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam tesis ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia
dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun

1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai

berikut:

I.  Konsonan Tunggal

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Arab Huruf Latin Keterangan

\ Alif tidak dilambangkan tidak dilambangkan

< Ba’ B be

< Ta’ T te

& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J je

z Ha’ H ha (dengan titik di bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha

3 Dal D de

3 Zal Z zet (dengan titik di atas)
D R R er

B Zai Z zet

o Sin S es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
o= Dad de (dengan titik di bawah)
L ta’ T te (dengan titik di bawah)




L za Z zet (dengan titik di bawah)
& ‘ain ‘ Koma terbalik (di atas)
¢ Gain G ge
- Fa’ F ef
3 Qaf Q qi
< Kaf K ka
Lam L ‘el
B Mim M ‘em
8] Niin N ‘en
3 Waw w we
J Ha’ H ha
s Hamzah ‘ Apostrof
< Y& Y ye

I1.  Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh Syaddah ditulis rangkap, contoh:

ks ditulis Hikmah

ake ditulis “illah

I1l. Ta’ Marbitah di akhir kata

a. Bila dimatikan maka ditulis dengan h

sailall ditulis al-Ma’idah

4za3la) ditulis Islamiyyah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam
bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal
lain).
b. Bila diikuti degan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah maka
ditulis dengan h.



;\;\;jgﬂ ;A\)S

ditulis

Karamah al-auliya’

c. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah, dan dammah

ditulis t atau h.

PRE ditulis Zakah al-fitri
IV. Vokal Pendek
- a
. ditulis
Jdas Fa’ala
. i
: ditulis .
<A Zukira
- u
L. ditulis
dak Yazhabu
V. Vokal Panjang
1 Fathah+ alif ditulis a
pE ditulis Fala
5 Fathah + ya’ mati ditulis a
O ditulis Tansa
3 Kasrah + ya’ mati ditulis 1
Jrall ditulis Tafsil
4 Dammah + wawu mati ditulis a
J3al ditulis Usal
V1. Vokal Rangkap
1 Fathah+ ya’ mati ditulis ai
s ditulis az-Zuhail?
5 Fathah+ wawu mati ditulis au
353 ditulis ad-Daulah

VIl. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

el

ditulis

b
a antum

Xi




z %

ey ditulis a’iddat
85 Gl ditulis la’in syakartum
VIIl. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “I”’
Ol ditulis Al-Quran
Ol ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti hurus syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf
syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf I (el) nya.
L) ditulis as-Sama’
Gl ditulis asy-Syams
IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapan
o238 ¢ 5 ditulis Zawi al-fur(d
A Gal ditulis Ahl as-sunnah
X. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi
ini huruf kapital digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang
berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan
huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului kata
sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital huruf awal nama diri, bukan
huruf awal kata sandangnya.

Contoh:
2t .’iv.%,{, 2 G
Sl as I3 Gl glass el
Syahru Ramadan al-lazi unzila fihi al-Qur’an
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XI.  Pengecualian
Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan
oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah
dan sebagainya.

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari
negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad
Syukri Soleh dan sebagainya.

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya

Mizan, Hidayah, Taufig, Al-Ma’arif dan sebagainya
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong perubahan dalam
penyelenggaraan jasa keuangan. Salah satu bentuk perkembangan tersebut adalah
layanan Peer to Peer Lending (P2P Lending) yang dalam regulasi Otoritas Jasa
Keuangan saat ini dikenal sebagai Layanan Pendanaan Bersama Berbasis
Teknologi Informasi (LPBBTI). Layanan tersebut mempertemukan Pemberi Dana
dan Penerima Dana melalui suatu sistem elektronik yang disediakan dan
dioperasikan oleh penyelenggara. Perubahan tersebut tidak hanya mengubah
mekanisme penyaluran pendanaan, tetapi juga melahirkan bentuk hubungan
hukum yang berlangsung melalui kontrak elektronik.

Secara normatif, penyelenggara LPBBTI memiliki kedudukan sebagai
badan hukum Indonesia yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan
layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. POJK Nomor 40 Tahun 2024
menegaskan bahwa kegiatan usaha LPBBTI mencakup penyediaan, pengelolaan,
dan pengoperasian layanan tersebut. Penyelenggara juga diwajibkan menerapkan
mitigasi risiko yang sekurang-kurangnya mencakup analisis risiko pendanaan,

verifikasi identitas pengguna dan keaslian dokumen, serta penagihan atas

! Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi,
https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-1 ayanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-
Teknologi-Informasi.aspx



https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-40-Tahun-2024-Layanan-Pendanaan-Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi.aspx
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pendanaan yang telah disalurkan.? Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa
penyelenggara mempunyai fungsi tertentu dalam penyelenggaraan pendanaan
meskipun model bisnis LPBBTI menempatkan penyelenggara sebagai perantara
antara Pemberi Dana dan Penerima Dana.?

Hubungan hukum dalam LPBBT]I karena itu tidak dapat dipahami semata-
mata sebagai hubungan antara Pemberi Dana dan Penerima Dana. Kehadiran
penyelenggara menciptakan hubungan hukum tambahan yang didasarkan pada
kontrak penggunaan layanan. Dalam hubungan tersebut, penyelenggara
menentukan syarat dan ketentuan penggunaan platform serta menyediakan
mekanisme yang memungkinkan transaksi pendanaan berlangsung secara
elektronik. Karakter demikian menjadikan kontrak sebagai instrumen penting
dalam menentukan pembagian hak, kewajiban, risiko, dan tanggung jawab di
antara para pihak. Persoalan hukum muncul ketika pembagian risiko tersebut
dituangkan melalui perjanjian baku yang telah dipersiapkan oleh penyelenggara.

Dalam perjanjian baku, pengguna pada umumnya tidak berada dalam
posisi untuk merumuskan kembali setiap ketentuan kontrak. Persetujuan
pengguna lebih banyak diberikan terhadap keseluruhan syarat dan ketentuan yang
telah ditetapkan sebelumnya. Kondisi tersebut tidak dengan sendirinya
menjadikan perjanjian baku sebagai sesuatu yang dilarang. Permasalahan hukum

muncul ketika isi perjanjian memuat ketentuan yang mengurangi hak pengguna

2 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (Jakarta: Otoritas Jasa
Keuangan, 2022), him. 2. https://ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Layanan-Pendanaan-
Bersama-Berbasis-Teknologi-Informasi/POJK%2010%20-%2005%20-%202022.pdf

3 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024
tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, bagian penjelasan mengenai
model bisnis LPBBTI sebagai layanan yang menempatkan penyelenggara sebagai perantara.
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atau membatasi dan mengalihkan kewajiban pihak yang menyusun kontrak.
Dalam konteks tersebut, perlu dibedakan antara klausula baku dan klausula
eksonerasi.

Klausula baku berkaitan dengan cara suatu ketentuan kontrak ditetapkan.
Klausula eksonerasi berkaitan dengan substansi ketentuan yang membatasi,
mengurangi, atau mengalihkan tanggung jawab salah satu pihak. Oleh karena itu,
keberadaan suatu klausula dalam perjanjian baku belum cukup untuk
menyimpulkan bahwa klausula tersebut merupakan klausula eksonerasi.
Kualifikasi tersebut harus didasarkan pada isi klausula dan akibat hukum yang
ditimbulkannya. Penelitian mengenai klausula eksonerasi dalam P2P Lending
juga menunjukkan bahwa persoalan tersebut berkaitan dengan pembatasan
tanggung jawab penyelenggara dan perlindungan hukum terhadap Pemberi Dana.*

Pembedaan tersebut memperoleh dasar normatif yang semakin jelas dalam
perkembangan regulasi sektor jasa keuangan. Pasal 46 ayat (2) POJK Nomor 22
Tahun 2023 melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan membuat dan menggunakan
perjanjian baku yang memuat klausula eksonerasi atau eksemsi tertentu. Larangan
tersebut antara lain mencakup klausula yang mengalihkan tanggung jawab atau
kewajiban PUJK kepada konsumen. Larangan juga mencakup klausula yang

membatasi tanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian pegawai dan pihak

4 Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis
Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial
Technology Berbasis Peer To Peer Lending”, Jurnal Komunikasi Yustisia, No. 3, (2022).
https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896
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ketiga yang bekerja untuk kepentingan POJK.> Pengaturan tersebut menunjukkan
bahwa persoalan klausula eksonerasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui asas
kebebasan berkontrak. Kebebasan para pihak dalam menentukan isi perjanjian
tetap dibatasi oleh ketentuan hukum yang bersifat memaksa.

Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 18 Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha
mencantumkan klausula baku tertentu yang mengalihkan tanggung jawabnya
kepada konsumen.® Ketentuan tersebut sekaligus menentukan bahwa klausula
baku yang memenuhi larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
mempunyai akibat hukum sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. ’
Persoalan yang sama dapat ditinjau dari hukum perjanjian dalam KUHPerdata.
Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian sebagaimana tercermin
dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak berdiri sendiri. Perjanjian tetap harus
memenuhi syarat sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata dan
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban
umum sebagaimana tercermin dalam Pasal 1337 KUHPerdata.® Selain itu, Pasal
1339 KUHPerdata memperluas daya mengikat perjanjian kepada hal-hal yang

menurut sifat perjanjian dituntut oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.

5 Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023
tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, Pasal 46 ayat (2).
Ketentuan tersebut secara eksplisit mengatur larangan klausula eksonerasi/eksemsi dalam
perjanjian baku.

6 Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial (Jakarta: Kencana, 2014), him. 67.

" Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Pasal 18.
https://peraturan.bpk.go.id/Details/45288/uu-no-8-tahun-1999

8 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320, Pasal 1337, dan Pasal 1338.
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Ketentuan tersebut menjadi relevan ketika suatu klausula kontrak
menghasilkan pembebanan tanggung jawab yang secara substansial tidak
seimbang. Persoalan tersebut dapat ditemukan dalam User Agreement Modalku.
Modalku menentukan bahwa LPBBTI merupakan kesepakatan perdata antara
Pemberi Dana dan Penerima Dana. Dalam ketentuannya, risiko yang timbul dari
hubungan pendanaan, termasuk risiko kredit atau gagal bayar, ditempatkan pada
Pemberi Dana.® Ketentuan tersebut kemudian diperkuat melalui klausula yang
menyatakan bahwa seluruh risiko pendanaan dalam transaksi LPBBTI ditanggung
sepenuhnya oleh Pemberi Dana. Namun, kontrak yang sama juga memberikan
pengecualian bahwa Modalku bertanggung jawab apabila kerugian Pemberi Dana
timbul karena kelalaian atau kesalahan yang disebabkan oleh Modalku.©

Rumusan tersebut menarik untuk dikaji karena memperlihatkan adanya
pembagian risiko melalui kontrak. Di satu sisi, risiko pendanaan ditempatkan pada
Pemberi Dana. Di sisi lain, penyelenggara tetap mengakui adanya tanggung jawab
ketika kerugian timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya. Dengan demikian,
persoalan hukumnya bukan sekadar apakah Pemberi Dana memang harus
menanggung risiko gagal bayar. Persoalan yang lebih mendasar adalah sejauh
mana risiko tersebut dapat dibebankan kepada Pemberi Dana dan pada titik mana
pembebanan tersebut berubah menjadi pembatasan atau pengalihan tanggung
jawab penyelenggara. Konstruksi tersebut menjadi penting karena Modalku dalam

kontraknya sendiri menjelaskan bahwa perannya tidak berhenti pada penyediaan

® PT Mitrausaha Indonesia Grup, User Agreement Modalku (Jakarta: PT Mitrausaha
Indonesia Grup, 2023), Pasal 4 ayat (3). https://modalku.co.id/terms-of-service

10 PT Mitrausaha Indonesia Grup, User Agreement Modalku, Pasal 10 ayat (8).
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sarana teknologi. Modalku menyatakan bahwa platformnya digunakan untuk
memfasilitasi proses pendanaan. Dalam ketentuan lain, Modalku juga menentukan
bahwa pengguna menyetujui kewenangan Modalku dalam menilai kelayakan
pengguna untuk masuk sebagai Pemberi Dana atau Penerima Dana.!

Fakta kontraktual tersebut perlu ditempatkan bersama klausula
pembebasan atau pembatasan tanggung jawab untuk melihat apakah terdapat
hubungan yang proporsional antara fungsi penyelenggara dengan risiko yang
dibebankan kepada pengguna. Persoalan serupa terdapat dalam Perjanjian
Keanggotaan Akseleran. Dalam perjanjian tersebut terdapat ketentuan mengenai
pembatasan kewajiban Akseleran kepada anggota. Keberadaan klausula tersebut
menunjukkan bahwa penyelenggara tidak hanya mengatur mekanisme
penggunaan layanan, tetapi juga menentukan secara kontraktual batas tanggung
jawabnya terhadap pengguna. > Klausula demikian perlu diuji berdasarkan
substansinya, Pengujian tidak cukup dilakukan dengan melihat apakah Akseleran
menyatakan dirinya sebagai penyelenggara yang hanya mempertemukan Pemberi
Dana dan Penerima Dana. Hal yang lebih penting adalah menentukan jenis
tanggung jawab yang dibatasi dan apakah tanggung jawab tersebut merupakan
bagian dari kewajiban penyelenggara dalam penyelenggaraan LPBBTI.

Persoalan tersebut penting karena suatu klausula tidak seharusnya
langsung dinyatakan sebagai klausula eksonerasi hanya berdasarkan keberadaan

kalimat yang menyatakan bahwa risiko berada pada pengguna. Klausula tersebut

1 PT Mitrausaha Indonesia Grup, User Agreement Modalku, Pasal 3 ayat (2).

12pT Akseleran Keuangan Inklusif Indonesia, Perjanjian Pengguna Akseleran (Jakarta:
PT  Akseleran  Keuangan  Inklusif  Indonesia, 2022), Pasal 3 ayat (1).
https://www.akseleran.co.id/ketentuan-layanan-pengaduan-pengguna
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harus terlebih dahulu diuji mengenai substansinya. Pengujian tersebut mencakup
apakah klausula mengurangi kewajiban penyelenggara, mengurangi hak
pengguna, mengalihkan risiko yang berkaitan dengan kewajiban penyelenggara,
atau membatasi pertanggungjawaban atas keadaan yang secara hukum masih
berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Kebutuhan untuk melakukan
kualifikasi tersebut semakin kuat apabila melihat karakter kontrak Modalku dan
Akseleran. Kedua kontrak tersebut tidak hanya memuat ketentuan mengenai risiko
gagal bayar. Kontrak juga menentukan fungsi, kewenangan, dan batas tanggung
jawab penyelenggara. Oleh sebab itu, klausula yang mengatur risiko tidak dapat
dibaca secara terpisah dari keseluruhan struktur kontrak.

Klausula eksonerasi harus dinilai berdasarkan hubungan antara kewajiban
penyelenggara, fungsi yang dijalankan, risiko yang dibebankan, serta akibat
hukum yang diterima oleh Pemberi Dana. Dalam perspektif hukum ekonomi
syariah, persoalan tersebut dapat dianalisis melalui kaidah al-ghunmu bi al-
ghurmi. Kaidah tersebut mengandung prinsip bahwa perolehan manfaat memiliki
hubungan dengan beban atau risiko yang menyertainya. 13 Penerapan kaidah
tersebut dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan bahwa
penyelenggara harus menanggung seluruh risiko gagal bayar. Kaidah tersebut
digunakan untuk menguji apakah distribusi manfaat dan risiko yang ditentukan
dalam kontrak mempunyai hubungan yang proporsional. Dengan demikian,
pertanyaan yang muncul adalah apakah pihak yang memperoleh manfaat dari

penyelenggaraan suatu aktivitas ekonomi dapat secara kontraktual melepaskan

13 Wahbah Zuhaili, Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu (Damaskus: Dar al-Fikr, 1989), IV:
312



seluruh beban yang berkaitan dengan fungsi dan kewajiban yang berada dalam
lingkup penguasaannya.

Keadilan dalam akad tidak hanya berkaitan dengan adanya persetujuan
formal dari para pihak namun Keadilan juga berkaitan dengan distribusi hak dan
kewajiban yang dibentuk oleh akad. Dalam hubungan kontraktual yang
menggunakan perjanjian baku, persoalan tersebut menjadi penting karena pihak
yang menyusun kontrak mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap
penentuan isi perjanjian. Oleh karena itu, klausula yang memberikan pembatasan
tanggung jawab kepada penyelenggara perlu diuji dari aspek keseimbangan,
kepatutan, dan keadilan kontraktual. Dengan demikian, terdapat dua persoalan
yang saling berkaitan dalam klausula yang terdapat pada kontrak Modalku dan
Akseleran. Persoalan pertama adalah persoalan hukum positif.

Persoalan tersebut berkaitan dengan apakah klausula yang membatasi atau
mengalihkan tanggung jawab dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi dan
apakah pencantumannya sesuai dengan KUHPerdata, Pasal 18 UUPK, serta Pasal
46 POJK Nomor 22 Tahun 2023. Persoalan kedua adalah persoalan hukum
ekonomi syariah. Persoalan tersebut berkaitan dengan apakah distribusi risiko dan
manfaat yang dihasilkan klausula tersebut sesuai dengan kaidah al-ghunmu bi al-
ghurmi dan prinsip al-'adalah fi al-'uqud. Atas dasar itu, penelitian ini tidak
berangkat dari asumsi bahwa setiap ketentuan mengenai risiko dalam kontrak P2P
Lending merupakan klausula eksonerasi. Penelitian ini terlebih dahulu
mengidentifikasi karakter klausula dalam User Agreement Modalku dan

Perjanjian Keanggotaan Akseleran. Setelah karakter eksoneratifnya dapat



dibuktikan, klausula tersebut kemudian diuji berdasarkan hukum positif dan
prinsip hukum ekonomi syariah.

Pendekatan tersebut diperlukan untuk menentukan batas antara
pembebanan risiko yang merupakan konsekuensi wajar dari kegiatan pendanaan
dengan pengalihan tanggung jawab penyelenggara yang tidak dapat dibenarkan
secara hukum. Persoalan tersebut memiliki urgensi akademik karena
perkembangan kontrak digital dalam layanan keuangan membutuhkan konstruksi
hukum yang mampu menjelaskan hubungan antara kebebasan berkontrak,
perlindungan pengguna, distribusi risiko, dan keadilan kontraktual. Penelitian
terbaru mengenai klausula eksonerasi pada layanan fintech lending juga
menunjukkan bahwa klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara
perlu diuji secara substantif berdasarkan prinsip keadilan, iktikad baik, dan
perlindungan konsumen.*

Kontrak Modalku dan Akseleran tidak hanya relevan untuk menilai
kepatuhan kontraktual terhadap hukum positif, tetapi juga penting untuk
mengembangkan konstruksi hukum ekonomi syariah mengenai pembagian risiko
dalam kontrak digital. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk
mengkaji klausula eksonerasi dalam kontrak P2P Lending dengan menjadikan
User Agreement Modalku dan Perjanjian Keanggotaan Akseleran sebagai objek
penelitian. Analisis dilakukan melalui hukum positif dan hukum ekonomi syariah.

Perspektif hukum positif digunakan untuk menguji kualifikasi dan keabsahan

14 Sylvester Enricho Mahardika dan Achmad Busro, “Klausula Eksonerasi Fintech
Lending: Uji Keabsahan dan Keadilan Kontraktual pada Platform Kredivo,” Notarius, Vol. 19,
No. 2 (2026), him. 431-450, DOI: 10.14710/nts.v19i2.83501.
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klausula berdasarkan KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen,
dan POJK Nomor 22 Tahun 2023. Perspektif hukum ekonomi syariah digunakan
untuk menganalisis distribusi risiko dan manfaat melalui kaidah al-ghunmu bi al-
ghurmi serta prinsip al-'adalah fi al-'uqud. Atas dasar konstruksi tersebut,
penelitian ini mengangkat judul “Klausula Eksonerasi dalam Kontrak Perjanjian
Peer to Peer Lending Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.”
B. Rumusan Masalah
1. Bagaimanakah klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending
ditinjau dari hukum positif
2. Bagaimanakah klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending
ditinjau dari prinsif al- ‘Adalah fi al- ‘Uqid?
3. Bagaimanakah klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending
ditinjau dari konsep al-Gunmu bi al-Gurmi?
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk menganalisis keabsahan klausula eksonerasi dalam kontrak
layanan Peer to Peer Lending berdasarkan prinsip tanggung jawab
hukum, serta menilai implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi
para pihak yang terlibat.
b. Untuk mengkaji penerapan konsep klausula eksonerasi  dalam
menentukan tanggung jawab hukum platform Peer to Peer Lending
terhadap kerugian yang dialami pemberi pinjaman (lender), dengan

meninjau kesesuaiannya terhadap al- ‘Adalah fi al- ‘Ugqiid.
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2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi
terhadap pengembangan kajian hukum kontrak modern, khususnya
dalam konteks transaksi berbasis teknologi finansial (fintech). Melalui
analisis terhadap klausula eksonerasi dan hukum islam, penelitian ini
dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum perikatan,
hukum perlindungan konsumen, dan hukum ekonomi syariah,
terutama dalam memahami batas tanggung jawab hukum para pihak
dalam akad digital. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat
menjadi rujukan bagi pengembangan teori keadilan kontraktual yang
berlandaskan pada prinsip tanggung jawab dalam hukum Islam.

b. Secara Praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan
masukan bagi regulator, pelaku usaha Peer to Peer Lending, serta
masyarakat pengguna layanan, dalam merumuskan kebijakan dan
praktik kontraktual yang lebih adil dan seimbang. Temuan penelitian
ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) dalam memperbaiki regulasi yang mengatur
tanggung jawab platform terhadap kerugian akibat wanprestasi. Selain
itu, penelitian ini juga diharapkan memberikan pemahaman bagi
masyarakat dan lembaga keuangan syariah mengenai penerapan
prinsip tanggung jawab yang selaras dengan nilai-nilai keadilan dan

amanah dalam hukum Islam.
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D. Telaah Pustaka

Kajian terhadap literatur dan penelitian terdahulu menjadi landasan penting
dalam penelitian ini untuk menunjukkan posisi dan orisinalitas kajian terhadap
klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending. Berbagai penelitian
sebelumnya memperlihatkan bahwa permasalahan yang muncul dalam praktik
P2P Lending terutama berkisar pada keabsahan klausula baku yang membatasi
tanggung jawab platform, serta penentuan pihak yang harus memikul risiko
hukum ketika terjadi wanprestasi atau gagal bayar. Penelitian-penelitian ini dapat
dikelompokkan ke dalam dua fokus utama: pertama, penelitian yang
menitikberatkan pada aspek klausula eksonerasi dan keadilan kontraktual; kedua,
penelitian yang membahas tanggung jawab hukum penyelenggara fintech
terhadap pengguna.

Penelitian dalam ranah klausula eksonerasi pada layanan Peer to Peer
Lending umumnya menyoroti persoalan keabsahan, perlindungan hukum, dan
kekosongan norma. Nisantika, Ardhya, dan Setianto > menunjukkan bahwa
pencantuman Kklausula eksonerasi dalam perjanjian P2P Lending berpotensi batal
demi hukum karena bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdata, sekaligus
mengungkap adanya kekosongan pengaturan dalam POJK No. 77/2016. Ira
Annisa’® menegaskan bahwa klausula baku berunsur eksonerasi melemahkan

posisi pemberi pinjaman dan bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual

15 Riris Nisantika, Si Ngurah Ardhya, Muhammad Jodi Setianto, “Tinjauan Yuridis
Tentang Pencantuman Klausula Eksonerasi Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Pada Financial
Technology Berbasis Peer To Peer Lending”, Jurnal Komunikasi Yustisia, No. 3, (2022).
https://doi.org/10.23887/jatayu.v5i3.51896

% Ira Annisa, “Perlindungan Hukum bagi Pemberi Pinjaman terhadap Klausula Baku
dalam Perjanjian Layanan Peer-to-Peer Lending (Studi Kasus Layanan Peer to Peer Lending
Asetku)”, Jurnal Lex Renaissance, no 3, (2022). https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss3.art4
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menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sementara itu, Ariyani’
menemukan disharmoni antara UUPK dan POJK yang menyebabkan
ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab platform, sehingga diperlukan
harmonisasi dan pembatasan tegas atas penggunaan klausula eksonerasi dalam
kontrak elektronik. Amin Dawwas *® Artikel ini menunjukkan bahwa standar
internasional membatasi klausula eksonerasi, sementara praktik P2P Lending
Indonesia masih belum sesuai. Maileni, Sulistiyono, Anis®

Penelitia mengenai klausula eksonerasi dalam konteks tanggung jawab
penyelenggara Peer to Peer Lending tampak dalam beberapa penelitian berikut.
Laurentia Ayu Kartika Putri dkk?® menegaskan bahwa Pasal 37 POJK No.
77/2016 hanya memberikan tanggung jawab terbatas kepada platform, yakni
sebatas kesalahan atau kelalaian direktur dan pegawai, sehingga belum
mencerminkan prinsip keadilan karena kerugian akibat wanprestasi debitur tidak

menjadi beban penyelenggara. Jennifer, Indra Jaya Gunawan, dan Bryan Theny?

1 Novi Dewi Ariyani, “Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Uang
Dalam Layanan Pinjaman Online (Fintech Peer To Peer Lending)”, Jurnal Of Civil And Bussisess
Law, no. 2, (2023). https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i2.24050

18 Amin Dawwas, “Exemption clauses: a comparative review of the unidroit Principles
and the Qatar Civil Code”, jurnal Uniform Law Review, (2023).
https://doi.org/10.1093/ulr/unad008

1 Dwi Afni Maileni, Adi Sulistiyono, Anis Mashdurohatun, “Legal Reconstruction of
Standard Agreements with Exoneration Clauses on Peer-To-Peer Financial Technology Based on
Justice Values”, Journal of Law Crime and Justice, (2023). 10.36348/sijlcj.2023.v06i08.010

20 Laurentia Ayu Kartika Putri, Bismar Nasution, Sunarmi, Mahmul Siregar,
“Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian
Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan Pojk No. 77/Pojk.01/2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi”, Jurnal Mahadi, No. 2, (2022).
https://doi.org/10.32734/mah.v1i2.9272

2L Jennifer, Lndra Jaya Gunawan, Dan Bryan Theny, “Pertanggungjawaban Korporasi
Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik Oleh Perusahaan Pinjaman Online,
Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pembentukan Dan Pelaksanaan Perjanjian Elektronik
Oleh Perusahaan Pinjaman Online 7, (Yogyakarka: Genta Publishing, 2023).
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memperluas perspektif tersebut dengan menunjukkan bahwa korporasi fintech
dapat dimintai pertanggungjawaban lebih luas baik perdata maupun pidana
apabila terbukti lalai dalam proses verifikasi atau analisis risiko, suatu konsep
yang selaras dengan prinsip keadilan yang menempatkan korporasi bertanggung
jawab atas tindakan pihak di bawah pengendaliannya. Adapun penelitian Meisya
Andriani Lubis dan Mohamad Fajri Mekka Putra?> menjelaskan bahwa hubungan
hukum para pihak dalam P2P Lending dapat menimbulkan tanggung jawab
platform terhadap risiko gagal bayar apabila kelalaian terjadi pada tahap seleksi
atau pengawasan borrower, sehingga menunjukkan penerapan prinsip meskipun
belum diatur secara eksplisit dalam hukum positif Indonesia. Penelitian Lefouili,
Madio ?® menunjukkan bahwa prinsip keadilan membuat platform lebih
bertanggung jawab atas risiko pengguna. Temuan ini menegaskan bahwa platform
P2P lending tidak layak dibebaskan melalui klausula eksonerasi.
Penelitian-penelitian terdahulu sama-sama membahas kontrak P2P
Lending, khususnya ketidakseimbangan posisi tawar dan batas tanggung jawab
platform dengan pendekatan hukum normatif. Namun penelitian ini berbeda
karena mengintegrasikan isu klausula eksonerasi dan tanggung jawab platform
melalui teori keadilan kontraktual, dan perspektif keadilan berkontrak dalam
hukum Islam. Celah penelitian muncul dari belum adanya kajian yang secara

langsung menghubungkan klausula eksonerasi dengan struktur tanggung jawab

22 Meisya Andriani Lubis, Mohamad Fajri Mekka Putra, “Peer To Peer (P2P) Lending:
Hubungan Hukum Para Pihak, Gagal Bayar, Dan Legalitas”, Jurnal USM Law Review, no 1
(2022). https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4896

23 Yassine Lefouil, Leonardo Madio, “The Economics of Platform Liability,” Information
Economics and Policy, (2021). https://ideas.repec.org/a/kap/ejlwec/v53y2022i3d10.1007_s10657-
022-09728-7.html
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hukum penyelenggara fintech. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan
menilai eksonerasi dari aspek keabsahan, keadilan, dan proporsionalitas tanggung
jawab, serta menambahkan analisis figh muamalah khususnya prinsip al-gunm bi
al-gurm untuk menawarkan model pertanggungjawaban yang lebih berkeadilan
bagi platform, lender, dan borrower.
E. Kerangka Teoritik
1. al-‘Adalah fi al- ‘Uqid
Dalam kajian fikih mu‘amalat kontemporer, Wahbah az-Zuhaili
menempatkan konsep al- ‘Adalah fi al-‘Ugiad (25220 * 41a21)) sebagai prinsip
fundamental yang memastikan bahwa akad tidak hanya sah secara formal,
tetapi juga adil secara substansial. Menurutnya, keadilan merupakan asas
yang menjadi roh setiap transaksi, yang tampak dalam keseimbangan hak dan
kewajiban, ketiadaan kedzaliman, dan pembagian risiko yang proporsional.2*
Az-Zuhaili menegaskan bahwa akad yang mengandung unsur paksaan,
eksploitasi, ketimpangan ekstrem, atau syarat yang merugikan salah satu
pihak bertentangan dengan prinsip keadilan kontraktual Islam dan berpotensi
digolongkan sebagai syurit zalimah (klausula zalim).
Konsep keadilan dalam akad ini semakin relevan ketika dikaitkan
dengan kontrak baku modern, termasuk kontrak elektronik dalam layanan
P2P Lending. Dalam platform fintech, lender sering diberikan kontrak yang

tidak bisa dinegosiasikan, termasuk klausula eksonerasi yang membebaskan

2 Wahbah az-Zuhaili, al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985),
1V: 251-252.
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platform dari tanggung jawab atas wanprestasi borrower. Menurut perspektif
az-Zuhaili, kontrak semacam ini bertentangan dengan asas keadilan karena:
a. menciptakan ketimpangan ekstrem antara platform dan lender,
b. mengalihkan seluruh risiko kepada pihak yang lemah, dan
c. memberikan perlindungan hukum berlebih kepada platform tanpa
dasar yang adil.®
Menurut az-Zuhaili, prinsip musawah menuntut kesetaraan rasional
dalam akad tanpa dominasi berlebihan. Dalam P2P Lending, platform berada
pada posisi tawar yang jauh lebih kuat sehingga ketika mereka memasukkan
syarat yang mempersempit tanggung jawab atau mengalihkan risiko
sepenuhnya kepada lender, prinsip musawah dilanggar karena meniadakan
rida yang sejati.?®
Az-Zuhaili juga menegaskan prinsip Syars ma ‘qil, yaitu syarat yang
wajar dan sejalan dengan tujuan akad. Klausula eksonerasi dalam P2P
Lending tergolong ghayr ma‘qul karena membebaskan platform dari
tanggung jawab meskipun mereka memperolen manfaat dari transaksi,
sehingga menyimpang dari tujuan akad pembiayaan yang menuntut

pembagian risiko secara adil.?’

% Nurul Huda & Nova Rini, “Legal Issues of Peer-to-Peer Lending in Indonesia,”
International Journal of Innovation, Creativity and Change ”, Vol. 11 No. 4 (2020): him. 317-318.
https://e-journal.unair.ac.id/index.php/JESTT/oai?metadataPrefix=oai_dc&from=2020-11-
28&verb=ListRecords

%6 Muhammad Abu Zahrah, “Equality and Free Will in Islamic Contracts,” Journal of
Sharia and Law, Vol. 47 (2015): him. 89-90.

27 Ali al-Khafif, “Reasonable Conditions in Islamic Contracts,” Majallah al-Bukith al-
Islamiyyah, Vol. 34 (2010): him. 55-56. https://doi.org/10.1017/CB0O9780511815300.009
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Prinsip keadilan akad menurut az-Zuhaili juga selaras dengan kaidah
besar: al-ghunm bi al-ghurm (a_lb ~21l) siapa yang mengambil manfaat wajib
menanggung risiko. Dalam layanan P2P Lending, platform memperoleh fee,
komisi, dan manfaat ekonomi lain sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi.
Karena itu, secara fikih, platform tidak boleh melepaskan diri sepenuhnya
dari tanggung jawab risiko melalui klausula eksonerasi. Syariat memandang
tidak adil jika pihak yang mendapat keuntungan berhasil menghindari risiko,
sementara seluruh risiko ditanggung pihak lain.?®

Menurut Wahbah az-Zuhaili, yang diperkuat oleh prinsip musawah
dan syart ma‘qul, teori al-‘Adalah fi al-‘Uqud menjadi dasar kuat untuk
menilai bahwa praktik klausula eksonerasi dalam kontrak P2P Lending
adalah bentuk ketidakadilan kontraktual. Teori ini mengarahkan bahwa
kontrak harus dibangun atas asas kesetaraan, kewajaran risiko, dan
perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Dalam konteks penelitian ini,
pendekatan teori tersebut menempatkan platform tidak hanya sebagai
fasilitator pasif, tetapi sebagai pihak yang secara moral dan syar‘i
berkewajiban memastikan keadilan bagi semua pihak dalam transaksi digital
2. al-Gunmu bi al-Gurmi

Kaidah al-Gunmu bi al-Gurmi memberikan lapisan analisis yang berbeda
dari al-‘Adalah fi al-‘Uquad. Jika prinsip keadilan akad digunakan untuk
melihat keadilan hubungan kontraktual secara keseluruhan, kaidah al-Gunmu

bi al-Gurmi diarahkan secara lebih khusus kepada hubungan antara manfaat

28 Robert Hefner, “Risk Sharing and Justice in Islamic Finance,” Journal of Islamic
Finance, Vol. 8 No. 2 (2019): him. 12-14.
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dan risiko. Secara bahasa, al-gunmu berkaitan dengan keuntungan, manfaat,
atau sesuatu yang diperoleh, sedangkan al-gurmu berkaitan dengan beban,
kewajiban, kerugian, atau risiko yang harus ditanggung. Majma‘ al-Lughah
al-‘Arabiyyah menjelaskan ungkapan al-gunmu bi al-gurmi sebagai hubungan
antara manfaat dan beban, yaitu pihak yang memperoleh manfaat dari sesuatu
pada prinsipnya menanggung pula beban yang berkaitan dengannya. 2°
Literatur kaidah fikih juga menjelaskan prinsip tersebut dengan formulasi
bahwa pihak yang memperoleh manfaat dari suatu objek atau aktivitas
menanggung beban dan kerugian yang berkaitan dengannya. 3 Kaidah
tersebut mempunyai relevansi yang kuat terhadap penelitian ini karena
klausula eksonerasi dalam kontrak Peer to Peer Lending pada dasarnya dapat
memengaruhi siapa yang memperoleh manfaat dan siapa yang menanggung
risiko. Oleh sebab itu, pembahasan tidak cukup berhenti pada pertanyaan
apakah risiko gagal bayar merupakan risiko Pemberi Dana. Penelitian harus
melangkah lebih jauh dengan menanyakan risiko apa yang dimaksud, dari
aktivitas mana risiko tersebut muncul, siapa yang memperoleh manfaat dari
aktivitas tersebut, serta siapa yang mempunyai kemampuan untuk
mengendalikan risiko tersebut. Dalam hubungan Peer to Peer Lending,
Pemberi Dana memang mempunyai kepentingan memperoleh keuntungan
dari dana yang disalurkan. Oleh karena itu, keberadaan risiko kehilangan

sebagian atau seluruh dana merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan

2 Muhammad Mustafa al-Zuhayli, al-Qawa ‘id al-Fighiyyah wa Tatbigatuha fi al-
Madhahib al-Arba‘ah (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1997), I: 132.

30 Muhammad Sidqt ibn Ahmad al-Burnii, al-Qawa ‘id al-Fighiyyah wa Tagbigatuha fi al-
Madhahib al-Arba ‘ah (Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif li al-Nasyr wa al-Tawzi‘, 1997), I: 543
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begitu saja dari kegiatan pendanaan. Akan tetapi, dari sudut pandang al-
Gunmu bi al-Gurmi, penerimaan manfaat oleh Pemberi Dana tidak dapat
dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa seluruh risiko dalam
penyelenggaraan layanan secara otomatis menjadi tanggungannya. Hal
tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan antara risiko atas objek
pendanaan dan risiko yang berkaitan dengan penyelenggaraan layanan. Risiko
pertama berkaitan dengan kemungkinan Penerima Dana tidak memenuhi
kewajibannya. Risiko kedua dapat berkaitan dengan bagaimana
penyelenggara menjalankan fungsi, sistem, prosedur, atau kewajiban yang
berada dalam lingkup tanggung jawabnya. Perbedaan tersebut menjadi sangat
penting dalam penelitian ini. Jika klausula kontrak hanya menyatakan bahwa
Pemberi Dana menanggung risiko gagal bayar yang berasal dari kondisi
Penerima Dana, maka klausula tersebut harus diuji berdasarkan karakter
hubungan pendanaan. Namun, apabila klausula digunakan untuk mengalihkan
pula risiko yang muncul akibat kesalahan, kelalaian, atau kegagalan
penyelenggara menjalankan  kewajibannya, maka pembebanannya
memerlukan pengujian yang berbeda. Dengan demikian, al-Gunmu bi al-
Gurmi tidak digunakan dalam penelitian ini untuk menghasilkan kesimpulan
sederhana bahwa pihak yang memperoleh keuntungan harus menanggung
semua kerugian. Kaidah tersebut digunakan untuk melihat korelasi antara
manfaat, fungsi, penguasaan terhadap risiko, dan beban yang dibebankan
melalui kontrak. Pendekatan tersebut juga memungkinkan penelitian untuk

membedakan antara risiko yang wajar dan pengalihan risiko yang berlebihan.
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Risiko yang wajar merupakan risiko yang secara inheren melekat pada
aktivitas yang dilakukan oleh suatu pihak dan telah diketahui sebagai
konsekuensi dari aktivitas tersebut. Sebaliknya, pengalihan risiko menjadi
problematis apabila pihak yang tidak mempunyai kendali atas suatu risiko
justru dibebani secara penuh, sedangkan pihak yang mempunyai fungsi dan
kemampuan untuk mencegah risiko tersebut membatasi tanggung jawabnya
melalui kontrak. Kaidah ini kemudian dapat diterapkan terhadap klausula
Modalku dan Akseleran dengan melihat empat hubungan. Pertama, manfaat
apa yang diperoleh Pemberi Dana dari kegiatan pendanaan. Kedua, manfaat
apa yang diperoleh penyelenggara dari penyediaan platform. Ketiga, risiko
apa yang melekat pada masing-masing fungsi tersebut. Keempat, apakah
distribusi risiko dalam kontrak mengikuti hubungan yang proporsional
dengan manfaat dan fungsi tersebut. Misalnya, apabila penyelenggara
memperoleh manfaat ekonomi dari penyediaan platform dan pada saat yang
sama mempunyai kewajiban melakukan proses tertentu dalam
penyelenggaraan layanan, maka klausula yang membebaskan penyelenggara
dari seluruh konsekuensi yang timbul dari kegagalan pelaksanaan fungsi
tersebut tidak dapat langsung dibenarkan hanya dengan alasan bahwa
Pemberi Dana adalah pihak yang menerima keuntungan dari pendanaan.
3. Keadilan Kontraktual (Fair Contract Theory)

Teori keadilan kontraktual menegaskan bahwa kontrak tidak hanya

dinilai dari keabsahan formalnya, tetapi juga dari keadilan substantif yang
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melandasi proses pembentukannya3!. Meskipun asas kebebasan berkontrak
memberi ruang bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak, dalam praktik
modern sering muncul ketidakseimbangan posisi tawar terutama pada kontrak
baku yang menyebabkan pihak yang lebih lemah tidak memiliki kesempatan
negosiasi dan hanya menerima syarat yang ditetapkan pelaku usaha. *?
Ketimpangan ini melahirkan risiko lahirnya klausula yang merugikan, seperti
pembebasan tanggung jawab sepihak atau alokasi risiko yang tidak
proporsional .3

penelitian ini menggunakan teori keadilan kontraktual untuk
mempertanyakan apakah persetujuan Pemberi Dana terhadap kontrak
Modalku dan Akseleran dapat secara otomatis dipandang sebagai persetujuan
yang fair. Persetujuan memang mempunyai arti penting dalam hukum
kontrak, tetapi ketika kontrak disusun secara sepihak dan digunakan secara
massal, penelitian perlu melihat apakah pihak yang menerima kontrak
memperoleh kesempatan yang cukup untuk mengetahui dan memahami
konsekuensi klausula yang membatasi tanggung jawab penyelenggara.

Dalam konteks inilah pemikiran John Rawls mengenai justice as
fairness digunakan sebagai penguatan terhadap teori keadilan kontraktual.
Rawls memandang keadilan sebagai fairness dengan menempatkan persoalan

keadilan pada kondisi di mana prinsip yang mengatur hubungan harus dapat

81 7. Klijnsma, “Contract Law as Fairness,” International Law, (March 2015). HIm 70-79.
https://doi.org/10.1111/raju.12067

32 Contract | Definition, History, & Facts — Fairness and Social Utility,” Britannica,
https://www.britannica.com/money/contract-law/Fairness-and-social-utility.

3 C. Fried, Contract as Promise: A Theory of Contractual Obligation (Oxford:
University Press, 2015), him. 74-91
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diterima dari posisi yang fair. Konsep original position dan veil of ignorance
digunakan Rawls untuk menggambarkan keadaan hipotetis ketika pihak-
pihak yang menentukan prinsip keadilan tidak mengetahui posisi khusus yang
nantinya akan mereka tempati.®* Konsep tersebut sangat relevan untuk
penelitian ini bukan karena kontrak Modalku dan Akseleran dibentuk melalui
original position. Tentu tidak demikian. Konsep Rawls digunakan sebagai
alat reflektif untuk menguji kewajaran pembagian hak dan risiko. Dengan
membayangkan bahwa pihak yang menentukan struktur pembagian risiko
tidak mengetahui apakah dirinya akan berada pada posisi penyelenggara atau
Pemberi Dana, dapat diuji apakah struktur pembagian tersebut masih dapat
dianggap fair.

Jika suatu pembagian risiko hanya tampak menguntungkan ketika
seseorang ditempatkan sebagai penyelenggara, tetapi menjadi sangat
merugikan ketika orang yang sama ditempatkan sebagai Pemberi Dana, maka
kondisi tersebut menunjukkan adanya persoalan fairness yang perlu dianalisis
lebih lanjut. Pendekatan seperti ini juga relevan dengan penelitian mengenai
keadilan kontraktual dalam perjanjian digital yang menggunakan Rawls untuk
menilai keseimbangan dalam kontrak yang disusun secara sepihak oleh
penyedia platform.*® Namun demikian, teori Rawls tidak digunakan untuk
menyatakan bahwa setiap kontrak harus memberikan hasil yang identik bagi

seluruh pihak. Prinsip keadilan Rawls justru memungkinkan adanya

34 John Rawls, A Theory of Justice, (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1999), him. 118—

123.

3535 John Rawls, A Theory of Justice, him 15-19
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perbedaan sepanjang perbedaan tersebut dapat dibenarkan berdasarkan
prinsip keadilan. Dalam konteks penelitian ini, perbedaan hak dan kewajiban
antara penyelenggara dan Pemberi Dana dapat dibenarkan apabila perbedaan
tersebut mempunyai hubungan yang rasional dengan fungsi dan kedudukan
masing-masing pihak. Yang menjadi persoalan adalah ketika perbedaan
tersebut digunakan untuk memberikan perlindungan yang luas kepada satu
pihak sementara pihak lainnya menanggung risiko yang tidak sebanding.

Dalam kerangka teori ini, keadilan kontraktual dinilai melalui dua
dimensi: keadilan prosedural dan keadilan substansial. Keadilan prosedural
berkaitan dengan transparansi, adanya ruang tawar, serta kemampuan pihak
lemah memahami isi kontrak; sedangkan keadilan substansial menilai apakah
klausula memberikan pembebanan risiko secara sepihak atau menciptakan
ketidakseimbangan yang tidak dapat dibenarkan.®® Doktrin unconscionability
dalam sistem common law menegaskan bahwa kontrak yang dibentuk dalam
kondisi tidak wajar dan berisi ketentuan yang sangat memberatkan dapat
dibatalkan demi menjaga keadilan sosial-ekonomi.*’

Dalam konteks fintech khususnya P2P lending, teori keadilan
kontraktual menjadi relevan karena platform memiliki posisi dominan sebagai
penyusun  kontrak, pengendali mekanisme transaksi, dan penerima

keuntungan, sementara lender maupun borrower berada pada posisi tawar

3% Shmuel. 1. Becher, "A 'Fair Contracts' Approval Mechanism: Reconciling Consumer
Contracts and Conventional Contract Law." Michigan Journal of Law Reform 42, no. 4
(2009):hIm: 747-804.
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1263&context=mjlr

37 Klijnsma, “Contract Law as Fairness,” him 81-83
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yang lebih lemah. Klausula eksonerasi yang membebaskan platform dari
tanggung jawab atas wanprestasi borrower berpotensi melanggar keadilan
kontraktual apabila tidak disertai transparansi, ruang negosiasi, atau distribusi
risiko yang wajar.® Oleh karena itu, teori ini memberikan kerangka analisis
untuk menilai keadilan proses pembentukan kontrak, proporsionalitas
pengalihan risiko, serta kompatibilitas klausula eksonerasi dengan prinsip
keadilan dalam transaksi digital, termasuk dalam perspektif hukum ekonomi
syariah.
F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (doctrinal legal
research) yang bertujuan untuk menganalisis kaidah-kaidah hukum yang
mengatur tanggung jawab dan keabsahan klausula dalam kontrak elektronik,
khususnya dalam layanan Peer to Peer Lending.®® Penelitian hukum normatif
menitikberatkan kajiannya pada norma tertulis dalam peraturan perundang-
undangan, doktrin, dan prinsip hukum yang relevan.*

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan

(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan
pendekatan perbandingan (comparative approach). Pendekatan perundang-

undangan digunakan untuk mengkaji regulasi yang berkaitan dengan

% Winda Y. Ningsih, “Klausula Eksonerasi dan Risiko Transaksi Digital dalam Fintech
Lending,” Jurnal Hukum IUS QUIA [USTUM, Vol. 30 No. 2 (2023): him. 188.
https://journal.uii.ac.id/ITUSTUM

39 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2019), him. 35.

40 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), him. 13
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tanggung jawab hukum dalam kontrak digital, seperti Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta
Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan
Bersama Berbasis Teknologi Informasi.

Pendekatan konseptual digunakan untuk menelaah teori-teori hukum
seperti fair contract theory, dan konsep keadilan berkontrak dalam hukum
Islam.  Sedangkan  pendekatan  perbandingan  digunakan  untuk
membandingkan prinsip tanggung jawab dalam hukum positif dengan prinsip
keadilan dan amanah dalam hukum Islam.*!

2. Sumber Data Penelitian
Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas:
a. Sumber primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan dokumen
hukum yang memiliki kekuatan mengikat, antara lain:
1) Kontrak perjanjian peer to peer lending dengan perusahaan.
2) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 358/Pdt.G/2024/PN
Jkt.Pst tentang wanprestasi P2P Lending (Investree).
3) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara No.
18/G/2025/PTUN.JKT.
b. Sumber sekunder, yaitu: Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE); dan literatur

yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, berupa
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4 Zainuddin Ali, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), him.
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buku, jurnal hukum, artikel ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan
dengan topik tanggung jawab kontraktual dan keadilan perjanjian
digital.*?

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi
kepustakaan (library research) dengan cara menelusuri bahan hukum dari
berbagai sumber, baik cetak maupun digital. Penelusuran dilakukan terhadap
literatur akademik yang tersedia dalam repositori kampus, jurnal bereputasi
seperti Indonesia Law Review, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Al-
Manahij, Ahkam: Jurnal llmu Syariah, serta basis data hukum daring seperti
Hukumonline, OJK, dan Mahkamah Agung.*

Data yang diperoleh dari literatur akan diklasifikasikan berdasarkan
relevansi terhadap tiga fokus utama penelitian, yaitu: (1) keabsahan klausula
eksonerasi; (2) penerapan keadilan dalam hukum perdata dan peraturan
fintech; dan (3) prinsip keadilan dalam akad syariah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis deskriptif-
analitis dan analisis komparatif-normatif. Analisis deskriptif dilakukan untuk
menggambarkan secara sistematis dan menyeluruh bentuk serta isi klausula
eksonerasi dalam kontrak P2P lending yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, analisis komparatif digunakan untuk membandingkan tanggung

42 Munir Fuady, Hukum Tentang Klausula Baku (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014),
him. 45

43 Rachmadi Usman, Hukum Jasa Keuangan di Indonesia (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),
him. 289.
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jawab hukum platform menurut hukum positif dengan prinsip keadilan
berkontrak dalam hukum Islam.
Langkah-langkah analisis dilakukan melalui tiga tahap:

a. Inventarisasi dan klasifikasi norma hukum yang mengatur klausula
eksonerasi dan tanggung jawab hukum;

b. Interpretasi hukum dengan menggunakan teori keadilan kontraktual,
dan teori keadilan berkontrak untuk menilai kesesuaian norma
dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab;

c. Sintesis hukum dengan menarik kesimpulan normatif mengenai
sejauh mana klausula eksonerasi dapat dibenarkan secara hukum
positif dan hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disusun dalam lima bab yang dirancang untuk saling
menguatkan satu sama lain, sehingga analisis mengenai klausula eksonerasi dan
tanggung jawab platform P2P Lending dapat dipahami secara utuh, mulai dari
latar belakang hingga implikasi hukumnya dalam konteks hukum positif dan
hukum Islam.

Bab | Pendahuluan menjadi landasan awal penelitian dengan merumuskan
persoalan inti terkait keberadaan klausula eksonerasi dalam kontrak baku P2P
Lending serta ketidakjelasan tanggung jawab platform ketika terjadi wanprestasi.
Bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian,
manfaat teoritis dan praktis, serta telaah pustaka yang menunjukkan posisi

penelitian ini dibandingkan studi sebelumnya. Kerangka teori yang digunakan
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meliputi teori keadilan berkontrak, dan prinsip dhaman amanah dijelaskan
sebagai perspektif analitis. Dalam bagian metode penelitian, dijabarkan
pendekatan normatif, jenis data, serta teknik analisis. Bab ini kemudian ditutup
dengan pemaparan sistematika penulisan yang menggambarkan alur penelitian
secara keseluruhan. Bab | menjadi fondasi konseptual untuk memahami alasan
mengapa studi lebih mendalam pada Bab |1 diperlukan.

Bab Il Kerangka Teoritik dan Landasan Normatif membahas teori serta
regulasi yang menjadi pijakan analisis. Teori keadilan berkontrak memberikan
alat untuk menilai keseimbangan risiko dan keadilan dalam kontrak baku. Al-
‘Adalah fi al-‘Uqiid dan Al-Gunmu bi al-Gurmi menjadi dasar untuk menilai
apakah kontrak yang dicantumkan sudah memberikan keadilan. Prinsip dhaman
amanah dalam hukum Islam memberikan perspektif etis normatif mengenai
distribusi tanggung jawab dan risiko dalam akad muamalah. Selain itu, bab ini
menguraikan regulasi yang relevan, termasuk KUHPerdata, UU Perlindungan
Konsumen, UU ITE, serta ketentuan OJK mengenai P2P Lending. Bab Il
kemudian mengarah secara logis kepada Bab 1ll, karena pemahaman teori dan
hukum diperlukan sebelum mengkaji bagaimana mekanisme P2P Lending bekerja
dalam praktik.

Bab Il Gambaran Umum P2P Lending dan Klausula Eksonerasi
menjelaskan praktik operasional P2P Lending serta struktur hubungan hukum
antara platform, lender, dan borrower. Bab ini menguraikan struktur kontrak
elektronik yang digunakan platform serta bentuk klausula eksonerasi yang

dicantumkan secara sepihak. Pembahasan mengenai pola wanprestasi, proses
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verifikasi borrower, dan pembagian risiko dalam praktik turut disajikan untuk
memberikan gambaran nyata tentang permasalahan yang terjadi. Bab ini menjadi
jembatan antara teori pada Bab Il dan analisis hukum pada Bab IV, karena ia
menunjukkan bagaimana teori dan norma bertemu dengan realitas praktik.

Bab IV Analisis Hukum terhadap Klausula Eksonerasi dan
Pertanggungjawaban Platform merupakan inti pembahasan. Bab ini menggunakan
teori keadilan berkontrak untuk menilai apakah klausula eksonerasi dalam kontrak
P2P Lending sejalan dengan asas keadilan dan keseimbangan posisi para pihak.
Al-‘Adalah fi al-‘Uqiid dan Al-Gunmu bi al-Gurmi menjadi dasar untuk menilai
apakah kontrak yang dicantumkan sudah memberikan keadilan, termasuk pada
situasi di mana platform lalai dalam proses penilaian risiko atau transparansi
informasi. Selanjutnya, sintesis Analisis Hukum Positif dan Hukum Islam
digunakan untuk menilai kesesuaian struktur kontrak P2P Lending dengan prinsip
keadilan dan tanggung jawab dalam akad muamalah. Analisis dalam Bab IV
menjadi jawaban normatif dari rumusan masalah, sekaligus dasar bagi kesimpulan
pada Bab V.

Bab V Penutup merangkum keseluruhan temuan penelitian, baik dari
aspek hukum positif maupun hukum Islam, mengenai keabsahan klausula
eksonerasi dan kemungkinan pertanggungjawaban platform. Selain itu, diberikan
saran yang bersifat praktis dan normatif untuk regulator, penyelenggara platform,
serta pengguna layanan agar struktur kontrak P2P Lending ke depan lebih adil,

transparan, dan sejalan dengan prinsip hukum positif serta hukum Islam. Bab ini
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menjadi penutup logis dari seluruh rangkaian analisis yang dimulai sejak Bab |

hingga Bab IV.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis klausula eksonerasi dalam

kontrak Peer to Peer Lending perspektif hukum islam dan prinsip al-'adalah fi al-

‘uqud, serta menemukan titik temu antara hukum positif dan hukum Islam dalam

menilai nilai keadilan terhadap risiko yang timbul dalam transaksi pembiayaan

digital. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh

beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1.

Klausula yang terdapat dalam kontrak pengguna Modalku dan Akseleran
dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi sepanjang klausula
tersebut mengandung pembatasan atau pengalihan tanggung jawab
Penyelenggara kepada pengguna atas risiko tertentu yang timbul dalam
hubungan kontraktual. Identifikasi tersebut tidak semata-mata didasarkan
pada penggunaan istilah “pembebasan tanggung jawab”, tetapi dilihat
dari substansi klausula yang menempatkan risiko tertentu kepada
Pemberi Dana sekaligus membatasi tanggung jawab Penyelenggara.
Dalam perspektif hukum positif, keberadaan klausula eksonerasi harus
ditempatkan dalam kerangka ketentuan mengenai perjanjian baku,
perlindungan konsumen, serta ketentuan OJK yang membatasi
penggunaan klausula yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha
kepada konsumen. Dengan demikian, tidak setiap pembatasan tanggung

jawab dapat secara otomatis dianggap terlarang. Penilaiannya harus
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memperhatikan jenis risiko, sumber risiko, kewajiban para pihak, dan
apakah pembatasan tersebut menghilangkan tanggung jawab yang secara
hukum seharusnya tetap berada pada Penyelenggara.

Prinsip al-‘Adalah fi al-‘Uqud, klausula eksonerasi dalam kontrak
Modalku dan Akseleran harus ditempatkan dalam kerangka keadilan
kontraktual. Keadilan dalam akad tidak hanya berarti adanya kesepakatan
formal antara para pihak, tetapi juga menuntut adanya keseimbangan
dalam hak, kewajiban, manfaat, dan beban yang lahir dari kontrak.
Dalam kontrak baku peer to peer lending, posisi Penyelenggara sebagai
pihak yang menyusun ketentuan kontrak dan posisi pengguna yang pada
dasarnya hanya menerima atau menolak ketentuan tersebut menimbulkan
persoalan mengenai keseimbangan kontraktual. Oleh karena itu, klausula
yang membatasi tanggung jawab Penyelenggara perlu dinilai berdasarkan
substansi dan akibatnya terhadap keseimbangan hak dan kewajiban para
pihak. Apabila klausula tersebut menyebabkan seluruh atau sebagian
besar risiko yang berkaitan dengan fungsi Penyelenggara dialihkan
kepada Pemberi Dana, sementara Penyelenggara tetap memperoleh
manfaat dari penyelenggaraan layanan, maka klausula tersebut tidak
mencerminkan keadilan dalam akad.

Kaidah al-Gunmu bi al-Gurmi, pembebanan risiko dalam kontrak peer to
peer lending harus mempunyai hubungan yang rasional dengan manfaat
dan fungsi yang diperoleh masing-masing pihak. Pemberi Dana memang

memperoleh manfaat ekonomi dari kegiatan pendanaan sehingga risiko
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yang secara inheren melekat pada pendanaan, termasuk risiko gagal
bayar Penerima Dana, pada prinsipnya dapat menjadi bagian dari risiko
yang ditanggung Pemberi Dana. Namun, prinsip tersebut tidak dapat
dijadikan dasar untuk mengalihkan seluruh risiko kepada Pemberi Dana.
Risiko yang timbul dari fungsi, kewajiban, kesalahan, atau kelalaian
Penyelenggara harus tetap ditempatkan pada Penyelenggara. Dengan
demikian, al-Gunmu bi al-Gurmi memberikan batas bahwa manfaat dan
beban tidak boleh dipisahkan secara tidak proporsional. Klausula
eksonerasi dapat dibenarkan sepanjang hanya membatasi tanggung jawab
Penyelenggara terhadap risiko yang memang berada di luar fungsi dan
kewajibannya. Sebaliknya, klausula yang membebaskan Penyelenggara
dari tanggung jawab atas risiko yang bersumber dari fungsi atau
kelalaiannya sendiri bertentangan dengan prinsip tersebut.

Dengan demikian, temuan utama penelitian ini adalah bahwa persoalan
klausula eksonerasi dalam kontrak P2P lending bukan terletak pada boleh atau
tidaknya pembatasan tanggung jawab secara mutlak, melainkan pada batas
pembebanan risiko tersebut. Risiko pendanaan yang melekat pada manfaat
ekonomi Pemberi Dana dapat dibebankan kepada Pemberi Dana, sedangkan risiko
yang bersumber dari pelaksanaan fungsi Penyelenggara tetap harus mengikuti
tanggung jawab Penyelenggara. Batas tersebut sekaligus menjadi ukuran untuk
menilai apakah klausula eksonerasi dalam kontrak Modalku dan Akseleran telah

memenuhi prinsip keadilan kontraktual dan al-Gunmu bi al-Gurmi.
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B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian tersebut bisa diberikan saran terhadap pihak-

pihak sebagai berikut:

1.

Penyelenggara LPBBTI perlu melakukan evaluasi terhadap klausula
pembatasan tanggung jawab dalam perjanjian pengguna dengan
membedakan secara tegas antara risiko pendanaan dan risiko yang timbul
dari pelaksanaan fungsi Penyelenggara. Klausula yang bertujuan
menjelaskan bahwa Penyelenggara tidak menjamin keberhasilan
pendanaan dapat tetap dipertahankan sepanjang dirumuskan secara
proporsional dan tidak menghilangkan tanggung jawab Penyelenggara
atas kesalahan atau kelalaiannya sendiri. Perumusan kontrak juga perlu
memberikan penjelasan yang lebih transparan mengenai jenis risiko yang
menjadi tanggung jawab Pemberi Dana dan jenis risiko yang tetap
menjadi tanggung jawab Penyelenggara, sehingga tidak terjadi
pengalihan risiko secara sepihak melalui kontrak baku.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan terhadap klausula baku dalam
layanan LPBBTI perlu terus diperkuat, khususnya terhadap klausula
yang secara substansial mengalihkan tanggung jawab Penyelenggara
kepada pengguna. Pengawasan tidak hanya perlu dilakukan terhadap
keberadaan klausula eksonerasi secara formal, tetapi juga terhadap
substansi dan akibat klausula tersebut terhadap distribusi risiko antara

Penyelenggara dan pengguna. Hal ini penting agar perkembangan
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industri LPBBTI tetap berjalan seiring dengan perlindungan terhadap
pihak yang memiliki posisi tawar lebih lemah dalam kontrak baku.

Bagi penelitian selanjutnya, penelitian mengenai klausula eksonerasi
dalam LPBBTI dapat dikembangkan dengan menggunakan lebih banyak
kontrak dari Penyelenggara yang berbeda serta membandingkan
perubahan klausula sebelum dan sesudah perubahan regulasi OJK.
Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji penerapan prinsip al-Gunmu
bi al-Gurmi terhadap bentuk risiko lain dalam transaksi digital syariah
sehingga pengembangan hukum ekonomi syariah dapat memberikan

kontribusi yang lebih luas terhadap perkembangan ekonomi digital.
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